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ABSTRAK

Hak paten merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HaKIl) yang
dianugerahkan bagi invensi di bidang teknologi yang dibuat oleh seorang inventor.
Invensi-invensi yang dilindungi oleh hak paten seringkali merupakan produk atau
proses baru yang memiliki nilai ekonomi dan mampu untuk membawa manfaat
yang positif bagi masyarakat. Melalui pemberian hak paten, para inventor juga akan
memperoleh hak eksklusif untuk melarang pihak lain dalam membuat dan
memasarkan invensi yang serupa tanpa seizin inventor yang bersangkutan,
sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang banyak dengan mudah. Akan
tetapi, hak eksklusif yang digunakan secara berlebihan oleh para inventor justru
malah dapat mencederai kepentingan umum, terlebin lagi pada saat keadaan darurat
seperti pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dampaknya
dirasakan oleh selurun dunia. Demi memperoleh akses terhadap vaksin COVID-19
yang dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar dari pandemi COVID-19 itu
sendiri, negara-negara berkembang pun bergegas untuk meyakinkan negara-negara
maju dan perusahaan-perusahaan farmasi besar di dunia agar mereka mau
mengesampingkan hak paten vaksin COVID-19 yang mereka buat. Tetapi, mereka
dengan tegas menolak wacana pengesampingan hak paten yang diajukan oleh
negara-negara berkembang karena tidak ada urgensi yang nyata untuk melakukan
hal tersebut, bahkan dalam situasi pandemi COVID-109.

Pada penelitian ini yang lebih berfokus pada kontroversi pengesampingan hak
paten COVID-19 dalam konteks nasional, Penulis berupaya untuk mencari jalan
tengah untuk kedua belah pihak agar kepentingan Pemerintah Republik Indonesia
dan para inventor dapat terpenuhi di saat yang sama. Untuk mencapai tujuan
tersebut, Penulis mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan dalam tataran
hukum positif Indonesia serta beberapa konvensi internasional yang berkaitan
dengan HaKI (khususnya hak paten) demi mencari solusi paling tepat untuk

menjamin meratanya distribusi vaksin COVID-19.

Kata Kunci: Hak Paten, Hak Eksklusif, Pengesampingan Hak Paten, Keadaan
Darurat, COVID-19, Vaksin.



ABSTRACT

Patentsare a type of intellectual property rights (IPRs) which are bestowed upon
technological inventions made by inventors. Inventions protected by patents are
often new products or processes that possess economical value and are capable of
bringing positive benefits for society. Through patents, inventors will also earn
exclusive rights that enables them to prohibit other parties from making and selling
similar inventions without their consent, which allows them to earn a fortune with
ease. However, execessive utilization of exclusive rights by inventors can harm
public interests, especially in public health emergencies like the Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) pandemic that has affected the entire world. In order to
gain access towards COVID-19 vaccines which are deemed as the only way out of
the COVID-19 pandemic itself, developing countries rush to convince developed
countries and large pharmaceutical companies to waive the patents of COVID-19
vaccines they produced. But, they strictly refuse the patent waiver plan proposed
by the developing countries because there is no clear urgency to do such a thing,
even in the current situation of the COVID-19 pandemic.

In this research which focuses on the controversy of patent waivers toward
COVID-19 vaccines in a national context, the Author will attempt to find the middle
ground for the Government of the Republic of Indonesia and inventors so each of
their interests can be fulfilled at the same time. To do so, the Author will audit
several laws in Indonesia’s positive law regime and international conventions
regarding IPRs (especially patents) with the sole purpose of finding the most

accurate solution to guarantee the equal distribution of COVID-19 vaccines.

Keywords: Patents, Exclusive Rights, Patent Waiver, Emergency Situations,
COVID-19, Vaccines
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2022 ini, Indonesia telah memasuki tahun kedua pandemi COVID-
19, dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa keadaan akan segera
pulin seperti sediakala. Semenjak awal masa pandemi, kasus positif (positivity rate)
COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan persebaran
dari virus tersebut pun belum dapat ditekan secara sempurna. Selain itu, kematian
akibat infeksi COVID-19 juga terus mengalami pertambahan dalam jumlah yang
signifikan. Banyaknya kematian yang timbul serta lumpuhnya sendi-sendi
perekonomian negara sebagai akibat dari merebaknya virus asal Wuhan, Hubei,
Tiongkok tersebut telah membuat sektor kesehatan dan perekonomian di Indonesia
menjadi terpuruk dan mencari segala macam cara untuk dapat tetap bertahan. Fakta
itu diperparah dengan munculnya varian-varian baru dari virus COVID-19 selama
beberapa bulan terakhir seperti Delta, Mu, dan Omicron yang tentunya jauh lebih
menular dan berbahaya dibandingkan varian COVID-19 yang sebelumnya. Hal-hal
tersebut kemudian mendorong Pemerintah  Republik Indonesia (RI) untuk
menetapkan keadaan darurat nasional untuk melindungi selurun masyarakat
Indonesia dari ancaman virus COVID-19, sehingga Pemerintah RI perlu untuk
mengambil langkah yang efektif dan efisin demi menanggulangi dampak-dampak
yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Maka dari itu, mengingat bahwa jumlah kasus positif dan tingkat kematian
(death rate) COVID-19 terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, upaya
paling tepat yang dapat dilakukan demi memutus penyebaran virus COVID-19 serta
menanggulangi dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh virus tersebut adalah
dengan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity), yakni suatu keadaan
atau kondisi di mana sebagian besar populasi masyarakat yang menetap di suatu
wilayah tertentu memiliki kekebalan (immunity) terhadap sebuah virus atau
penyakit menular yang menyebar di wilayah yang bersangkutan, sehingga mereka
akan memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi sisa populasi

masyarakat di wilayah itu yang tidak kebal terhadap virus atau penyakit menular
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tersebut.! Adapun herd immunity dapat terbentuk melalui dua cara. Pertama, herd
immunity dapat terbentuk dengan membiarkan suatu virus atau penyakit menular
(in casu: COVID-19) terus menyebar di suatu wilayah tertentu dan menginfeksi
banyak orang, sehingga nantinya orang-orang yang sembuh akan menjadi kebal
dengan sendirinya, dan virus COVID-19 pun akan hilang karena virus tersebut
kesulitan untuk mencari inang (host) yang dapat mereka tempati untuk bertahan
hidup. Akan tetapi, cara tersebut sangat tidak disarankan untuk dijadikan sebagai
pilihan utama untuk membentuk herd immunity, karena tingkat infeksi virus
COVID-19 yang sangat cepat hingga bisa menyebar ke seluruh dunia dalam
hitungan hari justru malah sangat beresiko membahayakan masyarakat. Kedua,
herd immunity juga dapat terbentuk dengan menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh,?
di mana vaksin tersebut akan membentuk antibodi yang bertujuan untuk membuat
tubuh orang yang disuntik menjadi mampu mengidentifikasi virus COVID-19,
sehingga nantinya kemampuan identifikasi virus yang muncul akibat penyuntikkan
vaksin COVID-19 akan membuat tubuh orang tersebut menjadi siap untuk melawan
virus COVID-19.3

Saat ini, pemerintah dari selurun negara di dunia, termasuk Pemerintah RI,
tengah menggencarkan program vaksinasi COVID-19 secara massal demi
menciptakan herd immunity di negara mereka masing-masing dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal
seperti sediakala. Berdasarkan data yang dipublikasikan di website Our World In
Data oleh sekelompok peneliti dari University of Oxford per tanggal 18 Agustus
2021, sebanyak 32% dari populasi masyarakat dunia telah menerima satu dosis
vaksin COVID-19, kemudian sebanyak 24% telah menerima dosis kedua, dan 44%

sisanya sama sekali belum menerima dosis pertama dan dosis kedua vaksin

1 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Apa Itu Herd Immunity (Kekebalan Kelompok)?,
diakses melalui  https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apa-itu-herd-immunity -
kekebalan-kelompok pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 13:07 WIB.

2 Fathinah Ranggauni Hardy, Herd Immunity Tantangan New Normal Pandemi COVID-19, Jurnal
limiah Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Volume 12 Mei
2020, him. 1.

3 CNN Indonesia, Memahami Lagi Cara Kerja Vaksin Covid-19 Dalam Tubuh, diakses melalui
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210118113344-255-595045/ me mahami-lagi-cara-
kerja-vaksin-covid-19-dalam-tubuh pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 14:16 WIB.
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COVID-19.4 Lalu, data vaksinasi COVID-19 di Indonesia per 19 Agustus 2021
yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes
RI) dan dipublikasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia  (Kemenkominfo RI) menggambarkan bahwa terdapat 56,045,931
penduduk Indonesia yang telah menerima satu dosis vaksin COVID-19, dan
terdapat sebanyak 30,368,525 penduduk Indonesia yang telah menerima dua dosis.®
Adapun merek-merek vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan program
vaksinasi di Indonesia menurut Keputusan Menteri  Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan
Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau yang dapat disingkat
sebagai Kepmenkes No. 12758/2020 antara lain adalah Sinovac Life Sciences Co.
Ltd., AstraZeneca, Moderna, Novavax Inc., Pfizer Inc., China National
Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), serta merek vaksin yang dipakai
oleh PT Bio Farma (Persero).® Setiap merek vaksin yang disediakan oleh
Pemerintah RI telah lolos dari tahapan uji Klinis tahap 3 yang dilaksanakan di
Bandung, Jawa Barat,” telah memperoleh Emergency Use of Authorization (EUA)
yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
(BPOM RI)® serta telah memperoleh sertifikasi halal melalui fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melibatkan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMUI) .°

Dalam upaya untuk mewujudkan herd immunity sebagaimana yang dimaksud
dalam paragraf sebelumnya, Pemerintah RI harus mengusahakan terwujudnya

distribusi atau persebaran vaksin COVID-19 secara merata yang dapat dijangkau

4 Our World In Data, Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, diakses melalui
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL pada tanggal 19 Agustus
2021, pukul 20:53 WIB.

5 Covid19.go.id, Data Vaksinasi Covid-19 (Update Per 19 Agustus 2021), diakses melalui
https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-19-agustus-2021 pada tanggal 19
Agustus 2021, pukul 21:15 WIB.

6 Lihat Kepmenkes No. 12758/2020.

7 Rokom, Begini Proses Pengembangan Vaksin COVID-19 Tahap Ill, diakses melalui
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201102/4635868/begini-progres-
pengembangan-vaksin-covid-19-tahap-iii/ padatanggal 19 Agustus 2021, pukul 21:36 WIB.

8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Frequently Asked Question Seputar Pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), him. 8.

9 lbid., him. 14.
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dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dari kota hingga pelosok. Adapun
hal tersebut merupakan bentuk pengejawantahan konkrit atas  perlindungan
terhadap salah satu hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar, yakni hak
untuk memperoleh hidup yang sehat. Penting untuk menjadi pengetahuan bersama
bahwa hak tersebut sudah diakomodir melalui Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berarti bahwa hak untuk
memperoleh hidup yang sehat merupakan hak yang diakui, dijamin, dan dilindungi
oleh hukum. Maka dari itu, dalam upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang
dimaksud, Pemerintah RI perlu untuk merealisasikan amanat dari UUD NRI 1945
dan UU HAM dengan cara melaksanakan program vaksinasi massal COVID-19
secara pro rata supaya hak dari seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh
kehidupan yang sehat dapat terpenuhi.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa
faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program vaksinasi massal
COVID-19 di dunia dan di Indonesia, di mana hambatan-hambatan tersebut juga
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu terbentuknya herd immunity
yang merupakan cara untuk melindungi masyarakat dari penularan virus COVID-
19 itu sendiri. Salah satu bentuk nyata dari hambatan yang dimaksud adalah hak
paten atas vaksin-vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi massal COVID-
19. Permasalahan mengenai eksistensi hak paten vaksin COVID-19 telah berhasil
menimbulkan polemik di antara negara-negara di dunia, khususnya antara negara-
negara maju yang mengatur tatanan perekonomian dunia karena mereka
mendominasi sektor pengetahuan dan teknologi (misalnya seperti Jerman dan
Swiss)1? dengan negara-negara berkembang yang notabene masih tertinggal di
kedua sektor tersebut (misalnya seperti India dan Afrika Selatan).!! Gagasan

mengenai pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 pertama kali dipelopori

10 DW, Pro Kontra Pengabaian Perlindungan Hak Paten Vaksin COVID-19, diakses melalui
https://www.dw.con/id/pro-kontra-pengabaian-perlindungan-hak-paten-vaksin-covid-19/a-
57455834 padatanggal 19 Agustus 2021, pukul 22:07 WIB.

11 Vanny El Rahman, Genjot Produksi Vaksin COVID-19, PBB Minta Produsen Abaikan Hak Paten,
diakses melalui https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/genjot-produksi-vaksin-
covid-19-pbb-minta-produsen-abaikan-hak-paten/3 pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 22:11
WIB.
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oleh Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat. Alasan utama mengapa Biden
mengemukakan gagasan tersebut adalah karena ia berpandangan bahwa keberadaan
hak paten vaksin COVID-19 menyulitkan negara-negara miskin di dunia untuk
memperoleh akses yang layak terhadap vaksin COVID-19.12

Berdasarkan perspektif hukum kekayaan intelektual, polemik terkait sulitnya
pemerataan akses vaksin COVID-19 bagi negara-negara berkembang (developing
countries) yang nampaknya terhalang oleh keberadaan dari hak paten yang
memberikan  perlindungan hukum terhadap vaksin-vaksin tersebut dapat
dipecahkan melalui suatu mekanisme yang dikenal dengan istilah patent waiver.
Patent waiver adalah pengesampingan terhadap hak paten atas suatu invensi yang
sudah memenuhi Kkriteria patentabilitas yang terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yakni
kebaruan, mengandung langkah inventif, serta mampu untuk diterapkan dalam
kegiatan perindustrian.t® Dengan dilakukannya patent waiver terhadap suatu
invensi, maka inventor atau pemegang hak paten dari invensi yang bersangkutan
tidak dapat mendaftarkan invensi mereka ke instansi yang berwenang agar invensi
tersebut dapat dianugerahkan dengan hak paten agar dapat memperoleh
perlindungan hukum. Akibatnya, para inventor atau pemegang hak paten menjadi
tidak bisa menikmati hak-hak eksklusif yang diberikan oleh hak paten sebagai salah
satu rezim HaKI, yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada melarang
pihak lain untuk membuat dan memproduksi invensi-invensi yang serupa serta
mendistribusikannya tanpa terlebin dahulu memperoleh izin dari pihak inventor
atau pemegang hak paten yang sah menurut hukum. Dari pemaparan tersebut, dapat
terlihat bahwa melalui patent waiver, para inventor atau pemegang hak paten
memberikan produk, proses, serta know-how yang terkait dengan suatu invensi
tertentu kepada pihak-pihak yang hendak memanfaatkan invensi tersebut secara
sukarela dalam hal terjadinya keadaan genting yang mengancam kemasalahatan

masyarakat luas.

12 Prasetyo Bagus Pramono, Setelah Joe Biden, Kini Indonesia Menyetujui dan Dukung
Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19, diakses melalui https://kabarbesuki.pikiran-
rakyat.com/berita/pr-191889588/setelah-joe-biden-kin i-indonesia-menyetujui-dan-dukung-
penghapusan-hak-paten-vaksin-covid-19 pada tanggal 19 Agustus 2021, pukul 22:26 WIB.

13 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik
Indonesia, Paten, diakses melalui https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan pada
tanggal 7 Maret 2022, pukul 23:51 WIB.
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Perlu disadari dan dipahami bahwa patent waiver dapat menimbulkan beberapa
akibat hukum vyang bersifat menguntungkan bagi pihak-pihak yang ingin
memperoleh teknologi dan know-how yang terkait dengan suatu invensi tertentu (in
casu: vaksin COVID-19). Melalui patent waiver, pihak-pihak dapat memperoleh
pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan suatu invensi secara cuma-cuma
tanpa harus membayar imbalan kepada inventor dan/atau pemegang hak paten
melalui royalti dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
pihak pelaksana paten dengan pihak inventor dan/atau pemegang hak paten yang
dituangkan di dalam perjanjian lisensi paten. Berdasarkan fakta tersebut, dapat
terlihat bahwa patent waiver memudahkan pihak-pihak yang kesulitan untuk
memperoleh invensi tertentu yang diperlukan untuk menanggulangi keadaan
darurat yang mereka hadapi. Agar mereka dapat memperoleh invensi yang
diperlukan, maka mereka harus merujuk kepada pihak-pihak yang memiliki
teknologi tersebut, baik individu maupun korporasi. Namun, seringkali invensi-
invensi yang hendak dimanfaatkan oleh negara-negara yang memerlukannya
dilindungi oleh hak paten, sehingga negara-negara yang hendak memanfaatkan
teknologi-teknologi tersebut harus membayar sejumlah imbalan selama periode
waktu tertentu kepada para inventor sebagai wujud penghargaan atas seluruh waktu,
tenaga, dan biaya dalam jumlah yang telah mereka habiskan demi menghasilkan
invensi yang memiliki nilai ekonomi (economical value) serta manfaat yang positif
bagi masyarakat luas. Akan tetapi, eksistensi dari patent waiver dapat dijadikan
sebagai landasan yuridis bagi para pihak yang membutuhkan invensi yang
dilindungi oleh hak paten dalam hal terjadinya suatu keadaan mendesak yang
dampak-dampaknya harus segera ditanggulangi. Patent waiver memampukan
pinak yang membutuhkan manfaat dari suatu invensi tertentu (Khususnya dalam
situasi-situasi mendesak seperti keadaan darurat nasional maupun internasional)
untuk memperoleh invensi yang bersangkutan serta teknologi dan know-how yang
terkait dengannya.

Jika fakta di atas dikaitkan dengan situasi pandemi COVID-19, tidak semua
negara mempunyai teknologi mutakhir yang diperlukan untuk memproduksi vaksin
COVID-19 bagi masyarakat mereka, sehingga pelaksanaan vaksinasi di negara-

negara tersebut pun menjadi terhambat. Sebagai solusi untuk problematika tersebut,
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mereka perlu untuk mendapatkan akses yang mudah, sederhana, dan layak terhadap
vaksin-vaksin COVID-19 yang mereka butuhkan. Dalam hal distribusi vaksin bagi
negara-negara di dunia, World Health Organization (WHO) atau Organisasi
Kesehatan Dunia telah merancang suatu skema vaksin yang dikenal dengan nama
skema COVAX. Namun, fakta yang terdapat di lapangan justru menunjukkan
bahwa distribusi vaksin COVID-19 antara negara-negara maju dan negara-negara
berkembang masin belum merata. Bagi negara-negara berkembang, faktor utama
yang menjadi penghalang bagi mereka untuk memperoleh vaksin COVID-19
adalah keberadaan dari hak paten yang mengunci vaksin-vaksin tersebut. Adanya
hak paten atas vaksin-vaksin COVID-19 sekaligus memberikan hak eksklusif bagi
para inventor dan pemegang hak paten untuk melarang pihak-pihak lain yang
hendak memproduksi dan mendistribusikan vaksin yang telah mereka buat untuk
melakukan hal-hal tersebut tanpa memperoleh izin dari mereka terlebih dahulu.
Agar mereka dapat memperoleh izin dari para inventor dan pemegang hak paten,
kedua belah pihak harus membuat dan menyepakati perjanjian lisensi paten. Hal
semacam itu yang dipandang sebagai legal barrier yang memberatkan negara-
negara berkembang dalam memperoleh vaksin-vaksin COVID-19 yang mereka
butunkan, karena prosedur yang harus dilalui memakan waktu dan biaya yang
cukup banyak dan negara-negara berkembang notabene masih serba kekurangan
dalam kedua hal tersebut, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19.

Maka dari itu, dalam kaitannya dengan polemik hak paten vaksin COVID-19
antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, upaya Joe Biden dalam
menyuarakan pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 demi mewujudkan
akses vaksin COVID-19 yang merata bagi setiap negara di seluruh dunia pada
hakikatnya telah diakomodir oleh hukum kekayaan intelektual, yakni melalui
mekanisme patent waiver. Usulan untuk melakukan patent waiver itu sendiri
sempat disampaikan di dalam suatu proposal yang disusun oleh negara-negara
anggota WTO untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS
Agreement) terkait perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, yang dalam hal
ini adalah hak paten vaksin COVID-19. Selama berlangsungnya pandemi COVID-

19, terdapat dua negara yang telah mengajukan proposal patent waiver kepada
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World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia, yakni India
dan Afrika Selatan pada tanggal 2 Oktober 2020. Dalam proposal patent waiver
yang mereka ajukan kepada WTO, perwakilan dari India dan Afrika Selatan
menyatakan bahwa eksistensi dari hak-hak kekayaan intelektual seperti hak paten,
desain industri, hak cipta, dan rahasia dagang tidak boleh menjadi penghalang
(barrier) bagi akses yang cepat, murah, dan sederhana terhadap perlengkapan-
perlengkapan medis yang bersifat esensial untuk memerangi persebaran pandemi
COVID-19, termasuk vaksin dan obat-obatan serta metode penelitian,
pengembangan, produksi, dan pengadaan yang diperlukan untuk menjamin
ketersediaan stok vaksin dan obat-obatan yang melimpah dan terjangkau bagi
semua golongan hingga terbentuknya herd immunity, karena kedua negara itu
memandang bahwa penanganan pandemi COVID-19 hanya dapat menghasilkan
outcome yang positif apabila setiap negara di dunia tanpa terkecuali bersedia untuk
saling bahu-membahu demi mencapai tujuan akhir yang sama, yakni mengakhiri
pandemi COVID-19 untuk selamanya.l* Oleh karena itu, bagi negara-negara yang
pro terhadap pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 seperti Amerika
Serikat, India, dan Afrika Selatan, patent waiver dipandang sebagai suatu langkah
krusial yang disediakan oleh hukum kekayaan intelektual bagi perusahaan-
perusahaan farmasi di selurun dunia untuk mulai memproduksi vaksin COVID-19
tanpa harus membuat perjanjian lisensi dengan inventor atau pemegang paten dari
vaksin-vaksin yang dimaksud.®

Selain dari negara-negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan,
dukungan terhadap gagasan tentang pengesampingan hak paten vaksin COVID-19
yang dikemukakan oleh Joe Biden juga datang dari beberapa orang pakar dan ahli.
Salah satu pakar yang memberikan sambutan positif terhadap gagasan tersebut
adalah Direktur Jenderal WHO Tedros Adhyanom Ghebreyesus yang menyatakan

bahwa keinginan Amerika Serikat untuk menghapuskan hak paten vaksin COVID-

14 World Trade Organization, Waiver From Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the
Prevention, Containment and Treatement of COVID-19: Communication from India and South
Africa, diakses melalui
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspxX?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=T rue
pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 15:23 WIB.

15 Shilpi Kumari, Is Patent Waiver A Solution To Covid-19 Pandemic?, diakses melalui
https://www.mondag.conVindia/patent/1087886/is -patent-waiver-a-solution-to-covid-19-
pandemic- padatanggal 12 Desember 2021, pukul 15:53 WIB.
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19 merupakan momen penting dalam perang melawan pandemi COVID-19, di
mana hal tersebut sekaligus mencerminkan kebijaksanaan dan kepemimpinan
moral Amerika Serikat.!” Kemudian, menurut Dicky Budiman, seorang
epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith
University, Australia, keputusan Joe Biden yang memimpin Amerika Serikat untuk
mendukung pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 merupakan langkah
terobosan yang luar biasa (extraordinary), karena tidak adanya hak paten dapat
memampukan para produsen farmasi untuk memproduksi vaksin COVID-19 secara
generik. Dicky pun mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah yang
diambil oleh Amerika Serikat supaya akses terhadap vaksin COVID-19 dapat lebih
terjangkau oleh negara-negara miskin, mengingat bahwa kesenjangan (gap) pada
program vaksinasi massal yang dilakukan dinegara-negara maju dan negara-negara
berkembang semakin bertambah besar. la mengungkapkan bahwa jumlah penerima
vaksin di negara-negara maju sudah mencapai 20% hingga lebih dari 50%,
sedangkan jumlah penerima vaksin dinegara-negara berkembang masih kurang 1%
dari total populasi penduduk di negara-negara yang bersangkutan.!8

Akan tetapi, jumlah pihak yang kontra terhadap gagasan pengesampingan hak
paten vaksin COVID-19 yang dikemukakan oleh Joe Biden juga tidak sedikit. Salah
satu pihak yang secara vokal menentang pengesampingan hak paten vaksin
COVID-19 adalah negara Jerman. Meskipun Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn
memiliki pandangan yang sama dengan Biden untuk menyediakan vaksin COVID-
19 bagi seluruh dunia, namun salah satu juru bicara Pemerintah Jerman menyatakan
bahwa perlindungan kekayaan intelektual (in casu: hak paten) merupakan sumber
inovasi, sehingga harus tetap disahkan di masa depan. Ditambah lagi,
pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 akan memakan waktu negosiasi
hingga berbulan-bulan dan membutuhkan kesepakatan bulat dari 164 negara

anggota WTO. Selain itu, seorang analis bernama Jeffries Michael Yee

16 Ferrika Sari, AS Setuju Hak Paten Vaksin Covid-19 Dilonggarkan, diakses melalui
https://newssetup.kontan.co.id/news/as-setuju-hak-paten-vaksin-covid-19-dilonggarkan pada
tanggal 19 Agustus 2021, pukul 22:43 WIB.

7 DW, Loc.Cit.

18 Natasia Christy Wahyuni, Tanpa Hak Paten, Vaksin Covid-19 Bisa Diproduksi Secara Generik,
diakses melalui https://www.beritasatu.com/kesehatan/772273/tanpa-hak-paten-vaksin-covid19-
bisa-diproduksi-secara-generik padatanggal 19 Agustus 2021, pukul 23:08 WIB.
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menjelaskan bahwa hambatan utama dalam pengadaan vaksin COVID-19 adalah
keterbatasan bahan baku yang diperlukan untuk produksi vaksin-vaksin tersebut,
bukan akses atau hak paten dari vaksin-vaksin yang bersangkutan. Seorang pejabat
pemerintah asal Perancis juga mengemukakan bahwa meskipun Presiden Perancis
Emmanuel Macron mendukung pengesampingan hak paten vaksin COVID-19,
namun pada hakikatnya yang menjadi permasalahan utama dalam kekuarangan
pasokan vaksin COVID-19 bukanlah hak paten dari vaksin itu sendiri, melainkan
kurangnya bahan dan kapasitas produksi.1®

Dalam perpolitikan luar negeri, perdebatan terkait pengesampingan terhadap
hak paten vaksin COVID-19 belum mampu menghasilkan konsensus di antara para
pihak yang terlibat di dalam polemik tersebut. Pihak-pihak yang pro terhadap patent
waiver yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang dengan laju
vaksinasi COVID-19 yang rendah memandang bahwa solusi untuk mengatasi
hambatan-hambatan (barriers) dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di negara-
negara berkembang (low-income countries) yang masih menunjukkan adanya
ketimpangan adalah dengan melakukan pengesampingan terhadap hak paten vaksin
COVID-19 (patent waiver) untuk sementara waktu, karena setiap negara di dunia
memiliki hak untuk memproduksi vaksin mereka sendiri demi menangkal
persebaran dan penularan virus COVID-19 melalui terciptanya herd immunity.20
Bagi pihak-pihak yang pro, patent waiver merupakan satu-satunya upaya
pamungkas yang dapat mendorong distribusi vaksin COVID-19 yang merata di
seluruh dunia dan mengakhiri “vaccine apartheid” atau disparitas akses terhadap
vaksin COVID-19 antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di
sisi lain, pihak-pihak yang kontra terhadap patent waiver yang kebanyakan
merupakan negara-negara maju di kawasan benua Eropa dan perusahaan-
perusahaan farmasi besar memandang tidak ada jaminan bahwa patent waiver dapat
mempercepat laju vaksinasi di dunia. Ditambah lagi, WTO sebenarnya sudah
menyediakan banyak alternatif agar akses terhadap vaksin-vaksin COVID-19 dapat
lebih mudah dijangkau oleh negara-negara berkembang, di mana salah satunya

adalah  melalui  mekanisme  compulsory licensing yang memungkinkan

19 DW, Loc.Cit.
20 Nature.com, A Patent Waiver on COVID Vaccinesis Right and Fair, diakses melalui
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01242-1 padatanggal 13 Maret 2021, pukul 21:41.
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dilakukannya pelaksanaan paten atas suatu invensi tanpa seizin inventor atau
pemegang paten dari invensi tersebut dalam hal terjadinya keadaan darurat yang
bersifat mendesak.?! Bagi pihak-pihak yang kontra, tidak ada urgensi untuk
melakukan patent waiver karena hal tersebut justru malah merugikan kepentingan
dari para inventor dan pemegang paten.

Pada era globalisasi sekarang ini, batas-batas teritorial antarnegara sudah mulai
memudar. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin terintegrasi
dengan satu sama lain sebagai satu kekuatan pasar yang tidak lagi terhalang oleh
batas-batas teritorial tersebut. Baik dampak positif maupun negatif dari globalisasi
telah dirasakan dalam hampir semua aspek atau bidang kehidupan, seperti ekonomi,
sosial, budaya, dan teknologi.?? Dalam bidang ekonomi, salah satu konsekuensi
utama yang muncul sebagai akibat dari adanya globalisasi adalah timbulnya
perdagangan internasional (international trade). Perdagangan internasional
memampukan suatu negara untuk melakukan transaksi pertukaran barang dengan
negara lain yang melampaui batas-batas teritorial mereka masing- masing (cross-
border transaction).?® Ditambah lagi, negara-negara yang terlibat secara langsung
dalam perdagangan internasional dapat melakukan cross-border transaction dalam
waktu yang relatif singkat dan dengan jangkauan yang luas melalui perantaraan
teknologi modern. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran
globalisasi memapukan selurun negara di dunia untuk saling bersinergi dan
berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional satu sama lain.

Adapun hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memainkan peranan
yang vital dalam perdagangan internasional. Keberadaan dari hak kekayaan
intelektual mampu untuk mendorong setiap negara dalam menghasilkan inovasi-
inovasi baru dengan nilai ekonomi yang tinggi tanpa perlu merasa takut dan
khawatir akan adanya peniruan atau duplikasi terhadap inovasi-inovasi tersebut
oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, inovasi
menjadi salah satu tumpuan utama bagi suatu negara agar mampu untuk bersaing

dalam pasar global. Oleh karenanya, pemerintah dari negara-negara di dunia

21 hid.

22 Mastriati Hini Hermala Dewi, Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan
Internasional, Jurnal Ekonomia Volume 9 Nomor 1 Februari 2019, him. 48.

23 hid., him. 49.
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berupaya untuk mendorong dan meyakinkan para pemikir yang brilian dan
revolusioner untuk menuangkan setiap ide kreatif yang mereka miliki dalam bentuk
inovasi. Namun, tidak jarang para pemikir memiliki ketakutan tersendiri untuk
menunjukkan kreativitas mereka karena terdapat kemungkinan bahwa ide-ide
mereka yang telah diejawantahkan dalam bentuk konkrit dapat dengan mudah dan
cepat ditiru oleh orang lain, sehingga seluruh waktu, tenaga, dan biaya yang telah
mereka habiskan untuk mewujudkan ide-ide mereka menjadi nyata malah terbuang
sia-sia. Sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dirasakan
perlu dan bahkan wajib bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum
terhadap inovasi-inovasi yang telah dilahirkan oleh para pemikir melalui hak
kekayaan intelektual (intellectual property rights). Dengan demikian, keberadaan
dari hak kekayaan intelektual mampu untuk menjadi dorongan sekaligus
memberikan keabsahan dari segi hukum bagi para pemikir agar mereka dapat terus
menghasilkan inovasi-invovasi kreatif yang timbul dari ide dan imajinasi mereka.
Inovasi-inovasi baru yang dilahirkan oleh para pemikir tentunya memiliki nilai
ekonomi yang tinggi, sehingga invensi-invensi tersebut akan diincar oleh banyak
pihak yang rela membayar mahal untuk memperoleh manfaat dari inovasi-inovasi
yang bersangkutan. Dalam jangka panjang, inovasi-inovasi dari para pemikir
bahkan dapat diperdagangkan dan diperebutkan oleh negara-negara lain dalam
perdagangan internasional. Akibatnya, negara asal dari para pemikir tersebut
mampu untuk menjadi lebih unggul dalam menguasai persaingan pasar global
karena mereka memiliki inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada di negara-
negara yang lain, sehingga negara-negara lain harus mengandalkan mereka untuk
memperoleh inovasi yang mereka butuhkan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perdagangan internasional yang
dilakukan oleh negara-negara di dunia berorientasi pada perolehan keuntungan
(profit-oriented)  sebanyak  mungkin  demi  memperlancar  pelaksanaan
pembangunan ekonomi nasional dari masing-masing negara. Secara sekilas, tujuan
tersebut memang terlihat mulia karena negara-negara di dunia pastinya memiliki
cita-cita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat mereka masing-masing.
Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah yang dapat mereka tempuh

adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pemikir sebagai
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bentuk penghargaan bagi mereka yang telah mengeluarkan sumber daya
(resources) dalam jumlah besar demi melahirkan karya-karya intelektual yang
memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus manfaat yang positif bagi masyarakat luas.
Maka dari itu, karena setiap ide dan gagasan yang dimiliki oleh para pemikir
memainkan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, negara
memiliki kewajiban untuk menganugerahkan hak kekayaan intelektual kepada para
pemikir supaya mereka tidak segan untuk merealisasikan ide dan gagasan baru yang
mereka miliki dalam bentuk konkrit seiring perkembangan zaman.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sewaktu-waktu dapat terjadi suatu
keadaan darurat yang mengancam hajat hidup dari masyarakat yang hidup di suatu
negara tertentu, misalnya seperti peperangan, bencana alam, dan wabah penyakit.
Alhasil, pemerintah dari negara yang menghadapi keadaan darurat pun harus
mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi dampak-dampak negatif yang
ditimbulkan oleh keadaan darurat tersebut dengan waktu dan sumber daya yang
terbatas. Mengingat bahwa pada saat ini kita tengah hidup pada era Revolusi
Industri 4.0, sudah tidak menjadi hal yang asing bagi kita bahwa teknologi telah
mengambil alih sebagian besar aspek kehidupan Kita, seperti ekonomi, sosial,
pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak dapat dipungkiri
pula bahwa pada masa Kkini, manusia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang
berdampak bagi orang banyak dalam waktu yang singkat dan jangkauan yang luas
melalui perantaraan teknologi. Namun, tidak mudah bagi sembarang orang untuk
memperoleh teknologi yang dibutuhkan demi menyelesaikan masalah-masalah
yang mereka hadapi, karena beberapa alasan tertentu. Pertama, mereka tidak
mampu untuk memproduksi teknologi yang bersangkutan karena mereka tidak
memiliki biaya dan sumber daya yang cukup. Kedua, mereka kesulitan untuk
memperoleh teknologi yang mereka dari pihak-pihak yang memilikinya karena
teknologi tersebut dilindungi oleh salah satu rezim hak kekayaan intelektual, yakni
hak paten yang memberikan pemilik dari teknologi tersebut hak eksklusif untuk
mewajibkan pihak-pihak yang hendak memanfaatkan teknologi mereka untuk
membayar sejumlah biaya dalam bentuk royalti kepada mereka dengan nominal
yang disepakati melalui perjanjian lisensi paten. Hal tersebut tentunya akan

menghambat pihak-pihak yang hendak memanfaatkan teknologi yang mereka
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butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi karena mereka harus
berhadapan dengan biaya yang tinggi serta prosedur yang berbelit-belit untuk
memperoleh manfaat dari teknologi yang bersangkutan. Jika hal tersebut dikaitkan
dengan situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, negara-negara berkembang Kini
tengah dihadapkan dengan gelombang kematian yang semakin bertambah sebagai
akibat dari virus COVID-19 dan cakupan vaksinasi yang masih sedikit, namun
mereka Kkesulitan untuk memperoleh vaksin-vaksin COVID-19 yang diperlukan
untuk membentuk herd immunity karena vaksin-vaksin tersebut dilindungi oleh hak
paten.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menyuarakan dukungan
terhadap pengesampingan hak paten vaksin COVID-19. Hal tersebut senada dengan
pernyataan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi
yang menyatakan bahwa semenjak awal masa pandemi COVID-19, Indonesia terus
menyuarakan kesetaraan akses vaksin COVID-19 untuk semua negara,?* mengingat
bahwa vaksin COVID-19 merupakan suatu komoditas vital untuk menangani
pandemi COVID-19 yang mulai bertambah langka?® seiring bertambahnya
kebutuhan akan vaksin-vaksin tersebut di seluruh penjuru dunia. Namun, meskipun
Pemerintah RI sudah menentukan posisi dalam permasalahan pengesampingan hak
paten vaksin COVID-19, sesungguhnya permasalahan tersebut perlu untuk dikaji
kembali dari perspektif hukum kekayaan intelektual, dikarenakan kedudukan hak
paten sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk
penghargaan Yyang memberikan perlindungan hukum terhadap para pencipta
(inventor) yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta biaya yang ia miliki
untuk membuat suatu karya intelektual yang memiliki manfaat baik bagi banyak
orang (in casu: vaksin COVID-19) merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan
begitu saja.

24 Achmad Nasrudin Yahya dan Diamanty Meiliana, Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten
Vaksin Covid-19, diakses melalui
https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/08/09432361/indonesia-dukung-penghapusan-
hak-paten-vaksin-covid-19 pada tanggal20 Agustus 2021, pukul 00:15 WIB.

25 Ferry Sandi, Tegas! Indonesia Tolak Hak Paten Vaksin, diakses melalui
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210508102154-37-244290/tegas-indonesia-tolak-hak-
paten-vaksin pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 17:21 WIB.
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Polemik mengenai pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 yang
diperdebatkan oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang patut dan
layak untuk menjadi perhatian bagi seluruh pihak, terutama organisasi-organisasi
internasional (seperti WHO sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
yang bergerak di bidang kesehatan), pemerintah dari negara-negara di dunia
(termasuk Pemerintah RI), serta para akademisi dari berbagai macam bidang ilmu
(khususnya para akademisi ilmu hukum, tepatnya yang mendalami bidang hukum
kekayaan intelektual), karena permasalahan tersebut menyangkut hak dan
kepentingan dari dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama tidak lain
adalah para pemegang hak paten vaksin COVID-19 yang berhak untuk memperoleh
perlindungan hukum atas terobosan baru (breakthrough) melalui invensi yang
mereka lahirkan, yakni vaksin COVID-19 itu sendiri. Akan tetapi, kelompok kedua
terdiri dari anggota masyarakat dunia yang berhak atas tubuh yang sehat dan bebas
dari segala jenis penyakit yang dapat membahayakan keutuhan fungsi tubuh
mereka, yang dalam hal ini adalah virus COVID-19. Maka dari itu, dengan adanya
benturan hak dan kepentingan antara para pemegang paten dan masyarakat
ditambah dengan kondisi pandemi yang semakin parah dengan ditandai oleh
bermutasinya virus COVID-19 yang melahirkan varian-varian baru seperti Delta,
Mu, dan Omicron, perlu ada solusi konkrit yang mampu untuk memastikan terjamin
dan terlaksananya hak dan kepentingan dari kedua belah pihak. Ditambah lagi,
mengingat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat memperkirakan kapan
pandemi COVID-19 akan berakhir, solusi tersebut harus segera ditemukan dalam
waktu yang sesingkat mungkin agar dapat segera diterapkan dan
diimplementasikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik
untuk membahas problematika pengesampingan hak paten vaksin COVID-19
dengan cara melaksanakan suatu penelitian hukum yang nantinya akan dituangkan
dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENGESAMPINGAN HAK PATEN (PATENTWAIVER) VAKSIN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum dan batasan yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap para pemegang
paten dan masyarakat?

2. Apa akibat hukum yang dapat timbul dari adanya patent waiver terhadap
vaksin COVID-19 bagi para pemegang paten dan masyarakat Indonesia?

3. Bagaimana bentuk-bentuk upaya yang disediakan oleh Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk menjamin tersedianya vaksin
COVID-19 yang merata di Indonesia?

4. Bagaimana langkah konkrit yang dapat diambil oleh Pemerintah RI untuk
melaksanakan hak paten atas vaksin COVID-19 menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Dari 4 (empat) rumusan masalah yang telah disebutkan pada sub-bab
sebelumnya, maka maksud Penulis melakukan penelitian ini antara lain
adalah untuk:

1. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan batasan yang
diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten terhadap para pemegang paten dan masyarakat.

2. Menjelaskan akibat hukum yang dapat timbul dari adanya patent
waiver.

3. Menjelaskan bentuk-bentuk upaya yang disediakan oleh Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk menjamin
tersedianya vaksin COVID-19.

4. Menjabarkan langkah  konkrit yang dapat diambil dan
dimplementasikan oleh Pemerintah RI sebagai solusi untuk

menyelesaikan  polemik  pengesampingan hak paten vaksin
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COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Paten.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Dengan bertolak pada 4 (empat) rumusan masalah yang telah diuraikan di
atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian hukum
ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami akibat-akibat hukum yang ditimbulkan
oleh patent waiver.

2. Mengetahui tingkat urgensi dari patent waiver terhadap hak paten
vaksin COVID-19 berdasarkan perspektif hukum kekayaan
intelektual dengan dikaitkan kepada hak-hak dari para pemegang
paten dan masyarakat.

3. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk upaya untuk menjamin
ketersediaan vaksin COVID-19 yang diakomodir oleh Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Memahami langkah yang tepat untuk diambil oleh Pemerintah RI
untuk menyelesaikan polemik pengesampingan hak paten vaksin
COVID-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Paten.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Praktis

Penulis berharap agar kiranya penelitian hukum ini dapat menjadi acuan
bagi Pemerintah RI dalam mengambil keputusan dan langkah yang tepat di
tengah-tengah maraknya polemik hak paten vaksin COVID-19 untuk
menjamin tersedianya stok vaksin COVID-19 yang melimpah di Indonesia
demi meratanya distribusi vaksin yang diperlukan untuk kelancaran program
vaksinasi massal COVID-19 di Indonesia supaya kekebalan komunal dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam road map vaksinasi
COVID-19 yang disusun oleh Pemerintah RI.
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1.4.2 Manfaat Akademik

Melalui penelitian hukum ini, Penulis berharap agar kiranya penelitian
hukum ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi oleh para akademisi, baik
para akademisi di bidang ilmu hukum (khususnya yang mendalami bidang
hukum kekayaan intelektual) maupun para akademisi yang menggeluti
bidang ilmu lainnya di luar ilmu hukum, agar mereka dapat memahami
hakikat dari hak paten serta mekanisme pengesampingan hak paten yang
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain
itu, Penulis juga berharap bahwa para akademisi dapat merujuk kepada
penelitian hukum ini untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada
Pemerintah RI terkait pengambilan keputusan yang tepat untuk mendukung

atau menolak pengesampingan hak paten vaksin COVID-19.

1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif, di mana Penulis mengacu kepada dasar hukum yang relevan dengan
tema yang dikaji, yang tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, metode
pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah metode pendekatan dalam
penelitian hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan,
baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal),
maupun dari sudut keharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lain (horizontal).26 Kemudian,
Rommy Hanitjo Soemitro membagi penelitian hukum dengan pendekatan
yuridis normatif menjadi 5 (lima) jenis, yakni penelitian terhadap sistematika
hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum yang terhimpun di dalam suatu
kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, penelitian terhadap
asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian

terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal

26 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 23.
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dan/atau horizontal, serta penelitian untuk menginventarisasi hukum positif. 2’
Jika kelima jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang
telah disebutkan pada kalimat sebelumnya dikaitkan dengan proposal
penelitian ini, Penulis hendak melakukan analisis terhadap asas-asas hukum,
Khususnya asas-asas di bidang hukum kekayaan intelektual, yang memiliki
relevansi terkait penyelesaian permasalahan yang diangkat sebagai tema dari
penelitian  ini, yakni problematika terkait pro dan kontra tentang
pengesampingan hak paten vaksin COVID-19 sebagai upaya untuk
mewujudukan terbentuknya herd immunity di seluruh dunia dalam kurun

waktu yang singkat.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian hukum ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif
untuk menganalisis data-data yang relevan dan otentik demi menarik
kesimpulan yang tepat. Menurut Lexy J. Moleong (2010:248), pendekatan
kualitiatif merupakan metode analisis data yang mengorganisasikan data dan
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola untuk mencari dan
mengelola pola penting yang nantinya dapat diceritakan kepada orang lain
dalam bentuk kata-kata,?® baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian,
menurut  Strauss dan Corbin dalam Cresswell (1998:24), pendekatan
kualitiatif adalah jenis penelitian yang datanya tidak dapat diperoleh melalui
pengukuran atau kuantifikasi. Pendekatan kualitatif kerap digunakan oleh
para peneliti dengan tujuan untuk menggali, menemukan, dan memahami apa
yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang cukup sulit untuk
dipahami dengan memuaskan. Selain itu, menurut Bogdan dan Biklen
(1992:21-22), pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif?® berupa uraian yang mendalam tentang

ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati secara komprehensif,

21 Rommy Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
him. 57.

28 | exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010),
him. 248.

29 pupu Saepul Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium Volume 5 Nomor 9 Januari-Juni
2009, him. 2.
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holistik, dan utun.3® Melalui penelitian hukum ini, Penulis hendak menggali

informasi baru yang terkait dengan permasalahan pengesampingan hak paten

vaksin COVID-19 serta menuangkannya dalam bentuk tulisan dan kata-kata

(bukan persentase atau bilangan), mengingat bahwa permasalahan tersebut

bukanlah merupakan permasalahan yang dapat dijawab atau diselesaikan

secara kuantitatif.

1.5.3 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini, Penulis menggunakan 3 (tiga)

bahan hukum yang berbeda, yakni bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan yang lebih terperinci

mengenai kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif dan dibuat oleh pejabat yang berwenang,3! yang dalam

hal

ini adalah peraturan perundang-undangan dan konvensi

internasional yang relevan dengan topik penelitian pada proposal

ini, yakni:

1)

2)

3)
4)

5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis
Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

30 Ibid., him. 3.

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), him. 141.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen yang
bertujuan untuk menunjang sekaligus memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer,32 yang antara lain meliputi buku,
jurnal, makalah, karya tulis ilmiah, serta artikel yang memiliki
relevansi dengan topik penelitian pada proposal ini.

3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan
untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, yang antara lain terdiri dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kamus hukum seperti Black’s Law Dictionary,

dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum ini, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data
yang digunakan oleh Penulis untuk menemukan data yang otentik dan relevan

dengan topik permasalahan yang hendak dikaji, yakni:

1. Studi Dokumentasi

Menurut Herdiansyah (2010:143), studi dokumentasi merupakan
suatu cara atau metode yang dapat dilakukan dalam penelitian
kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan
yang hendak diteliti melalui media dokumen-dokumen yang ditulis
atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.3®  Adapun
dokumen-dokumen yang dimaksud dapat berupa tulisan, catatan
harian, sejarah kehidupan, karya-karya monumental, serta
peraturan atau kebijakan.34 Dalam penelitian ini, penulis merujuk
kepada 3 (tiga) bahan hukum yang telah dipaparkan pada sub-bab

32 hid.

33 Chelsa Jelita Sandewi, Strategi Kampanye Politik Tim Pemenangan Pasangan Calon
Hasanuddin-Anton Amanah (Hasanah): Studi Kasus Kampanye Politik Dalam Penggunaan
Media Sosial Twitter Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (Skripsi Program Sarjana limu
Komunikasi KonsentrasiHumas Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2018), him. 63.

34 1bid., him. 64.

37



1.6.3, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.
2. Wawancara

Menurut P. Joko Subagyo (2011:39), wawancara merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada seorang
responden.3® Kemudian, Neuman (2013:483) menjelaskan bahwa
wawancara dilakukan demi mendapatkan segala macam informasi
yang berhubungan dengan fakta, keinginan, perasaan, kepercayaan,
dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.
Adapun kegiatan wawancara dilakukan melalui interaksi secara
tatap muka (face to face) antara Penulis dengan narasumber demi
memperoleh data yang akurat.3® Dalam penelitian ini, Penulis
melakukan wawancara kepada para pegawai Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(DJKI1) demi memperoleh keterangan terkait pandangan mereka
mengenai problematika pengesampingan hak paten vaksin COVID-
19.

1.5.5 Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini,
Penulis menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif, di mana Penulis
menganalisis data dengan melakukan penemuan hukum yang terbagi menjadi
penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Data di dalam penelitian ini
diperoleh dari analisis yang merujuk kepada hukum positif yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan utama

yang menjadi tema dari penelitian ini,2” yakni Undang-Undang Nomor 13

35 Reza Ramadan Hymaktiar, Studi Deskriptif Pola Komunikasi Manajemen Komunitas Hong
Bandung dalam Pelestarian Permainan Tradisional Sunda (Skripsi Program Studi Ilimu
Komunikasi KonsentrasiHumas Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2015), him. 48.

36 W. Lawrence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
(Jakarta: Indeks, 2013), him. 483.

37 Yudi Rahmatulloh, Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Pengawasan Bank yang Dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Bandung, 2017), him. 24.
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Tahun 2016 tentang Paten serta asas-asas dalam hukum kekayaan intelektual

yang relevan dengan objek permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan
Pada penelitian hukum ini, Penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 5

(lima) bab, yang terdiri dari:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam Bab I, Penulis memaparkan garis besar dari permasalahan yang hendak
diteliti di dalam penelitian hukum ini pada beberapa sub-bab berbeda yang terdiri
dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode
penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB Il HAK PATEN DAN PATENT WAIVER: PENGERTIAN, SEJARAH,
DAN PERKEMBANGANNYA

Pada Bab II, Penulis menguraikan pengertian serta ruang lingkup dari hak paten
dan patent waiver yang disertai dengan penjelasan tentang beberapa peraturan
perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional dari berbagai periode
waktu yang paling berpengaruh terhadap perkembangan rezim hak paten hingga
masa Kini.

BAB IIl HAK PATEN DAN PATENT WAIVER DALAM TATARAN
HUKUM POSITIF INDONESIA

Di dalam Bab IlI, Penulis menjelaskan tentang pokok-pokok pengaturan utama
mengenai hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, mulai
dari definisi hak paten, jenis-jenis hak paten, tahap-tahap pendaftaran hak paten,
hak eksklusif yang dimiliki oleh para inventor dan/atau pemegang paten, hingga
pembatasan dan pengesampingan terhadap hak paten.

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI PATENT WAIVER TERHADAP
HAK PATEN VAKSIN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pada Bab Ill, Penulis menjabarkan analisis yuridis berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terhadap
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langkah yang harus diambil oleh Pemerintah RI untuk menjamin meratanya
distribusi vaksin COVID-19 di seluruh Indonesia agar tujuan akhir dapat program
vaksinasi massal di Indonesia dapat segera tercapai dalam tempo yang sesingkat
mungkin.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V, Penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian hukum yang telah
dilakukan serta solusi konkrit yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan

permasalahan yang terdapat di dalam penelitian hukum yang bersangkutan.
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